
BUPATI BUTON 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON 

NOMOR 42 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 33 TAHUN 2019 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Menimbang 

Mengingat 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON, 

: bahwa berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaan tugas serta untuk mempertegas tugas dan fungsi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton 
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Buton; 

Y A Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



10. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 1 12); 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 
2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BUTON NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 33 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton 
(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 115), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 28 

Kepala Subbagian Penyusunan Program  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e angka 1 mempunyai 
tugas: 

a. 

b. 

menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan 
penyusunan program pembangunan Daerah; 

menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan 
program pembangunan Daerah; 

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan penyusunan program pembangunan Daerah; 

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, 
provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta 
dalam  rangka penyusunan  sinergitas program 
pembangunan Daerah; 

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka 
penyusunan program pembangunan Daerah; 

melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam 
rangka mengembangkan akses pembangunan Daerah; 

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan 
program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko 
dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program 
pembangunan Daerah; dan 

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program 
pembangunan Daerah.



2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 39 
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (4) huruf g angka 2 mempunyai tugas: 
a. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan 

dan  pertanggungjawaban anggaran di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat 
Daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis 
(Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, dan Rencana 
Kerja Anggaran (RKA); 

menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, 
perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, 
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan 
pertanggungjawaban; 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, 
anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

melaksanakan sistem pengendalian intern; dan 

melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi 
perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di 
lingkungan Sekretariat Daerah.



Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Buton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 



Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Buton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal /I Pesember 2020 

BUPATI BUTON, 

Cap/ttd 

LA BAKRY 

Diundangkan di Pasarwajo 

pada tanggal /1 besember 2020 

SEKRETARIS DAERAH, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR .. 32 .


